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Menimbang 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 

TAHUN 2021 NOMOR ¢ SERI A NOMOR c? 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMOSIR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 1 1  ayat 

(1 )  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat ( 1 )  Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kepala Daerah wajib 

mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan 

dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh 

persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan 

dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang 

dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati 

Pemerintah Daerah bersama DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat . . ./ 



tentang 2004 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republk Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di 

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 1 5 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

Mengingat 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara 

Republik Indonesia Nomor 5589); 

7 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID-19 ) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 2134 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;  

8. Undang-Undang ... / 



8. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 2 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 

2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15.  Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka 

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan 

Pandemi . . . /  



Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta 

Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 3 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 

dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

16 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengeiolaan lnvestasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 754); 

17.  Pera tu ran Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 ten tang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 147 ) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk 

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581 )  sebagaimana 

telah . . . /  



telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan 

Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, 

Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 910) ;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431) ;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 

DAN 

BUPATI SAMOSIR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

2.  Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

4. Pendapatan . . ./  



4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 

5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk 

digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik 

fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka 

persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan 

kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. 

9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran berkenaan. 

1 1 .  Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan 

Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

Pasal 3 . /  



Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan 

sebesar Rp832.242.337.686,00 yang bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; 

Pasal 4 

( 1 )  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a direncanakan sebesar Rp84.052.281.349,00 yang terdiri 

atas: 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 

d. Lain-lain PAD yang sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 

direncanakan sebesar Rp30.196.244 .800 ,00 ;  

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b 

direncanakan sebesar Rpl0.451.046.488 ,00; 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c direncanakan 

sebesar Rp6.500.000.000,00; 

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf d direncanakan sebesar Rp36.904.990.061,00. 

Pasal 5 

( 1 )  Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

b direncanakan sebesar Rp748. l 90.056.337,00 yang terdiri atas: 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan transfer antar daerah. 

pusat sebagaimana dimaksud 

sebesar direncanakan a 

(2) Pendapatan transfer pemerintah 

pada ayat ( 1 )  huruf 

Rp711.122.539 .000 ,00 ;  

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp37.067.517.337 ,00. 

Pasal 6 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan 

sebesar Rp852.830.246.217,00 yang terdiri atas: 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal.../ 



b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

Pasal 7 

(1 )  A.nggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf a direncanakan sebesar Rp558.478.809.860,00 yang terdiri 

atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Hibah; dan 

d. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 

direncanakan sebesar Rp324.623.065.890,00. 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

huruf b direncanakan sebesar Rp227 .190.658.156,00.  

(4)  Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c 

direncanakan sebesar Rp5.317.149.870,00. 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

hurufd direncanakan sebesar Rpl.347.935.944,00. 

Pasal 8 

( 1 )  Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 

direncanakan sebesar Rpl45.430.912.026,00 yang terdiri atas: 

a. Belanja modal tanah. 

b. Belanja modal peralatan dan mesin. 

c. Belanja modal bangunan dan gedung. 

d. Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi; 

e. Belanja modal aset tetap lainnya; 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 

a direncanakan sebesar Rp3.902.985.375,00. 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 )  hurufb direncanakan sebesar Rp39.436.023.051,00. 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.160.733.600,00. 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar 

Rp71.93 l.170.000,00. 

(6) Belanja.../ 



(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 )  huruf e direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 

Pasal 9 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf c direncanakan sebesar Rp4.845.005.584,00. 

Pasal 10 

(1 )  Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf d direncanakan sebesar Rp144.075.518.747,00 yang terdiri 

atas: 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a 

direncanakan sebesar Rp4.064.729.247,00. 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf b direncanakan sebesar Rp140.010.789.500,00. 

Pasal 1 1  

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan 

sebesar Rp20.587.908.531,00 yang terdiri atas: 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 12 

(1 )  Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  

huruf a direncanakan sebesar Rp25.587.908.531,00 yang terdiri 

atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a direncanakan 

sebesar Rp25.587.908.531,00. 

Pasal 13 

(1 )  Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  

huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang terdiri 

atas: 

a. Penyertaan modal daerah; 

(2) Penyertaan..../ 



(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

huruf a direncanakan sebesar RpS.000.000.000,00. 

Pasal 14 

(1 )  Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 

belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar 

Rp20.587.908.53 l ,OO. 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan 

sebesar Rp20.587.908.53 l ,OO. 

Pasal 15 

( 1 )  Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan 

peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau 

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan 

daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Samosir 

tahun anggaran 2022; 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 

berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan / a tau masyarakat. 

Pasal 16 . . . /  

g  



Urusan Menurut 

Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 16 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Samosir ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta 

Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan 

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 

6 . Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 

Rancangan APBD; 

8 . Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan 

Program Prioritas Daerah; 

10 .  Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

1 1.  Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; 

12.  Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi 

Daerah Lainnya; 

13 .  Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; 

1 4 .  Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 

Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali 

15. Lampiran ... / 



15.  Larnpiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 

1 6 .  Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 17 

Bupati Sarnosir menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBD. 

Pasal 18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati Samosir ini dengan penernpatannya dalam Serita 

Daerah. 

Ditetapkan di Pangururan 
pada tanggal, 30 Desernber 2021 

BUPATI SAMOSIR, 
Cap/dto 

VANDIKO T. GULTOM 

2021 

ABAT/SAGALA, M.Hum 
TAMA MADYA 

1212199003 1 007 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 
TAHUN 2021 NOMOR SERI A NOMOR SP 

kan di Pangururan 
pa~' d 30 p0rkw 


